PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR l@ TAHUN 2019

TIENTANG

PIERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 38 TAHUN
2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Mcnimbang

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

a. bahwa berdasarkan hasil cvaluasi pclaksanaan

Rencana  Kerja  Pemerintah Dacrah  Kabupaten
Situbondo  Tahun 2019  scbagaimana tclah
ditctapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 38
Tahun 2018 tcntang Rencana Kerja Pemerintah
Dacrah  Kabupaten  Situbondo  Tahun 2018
mcnunjukkan adanya kctidaksesuaian dengan
pcerkembangan dalam tahun berjalan sehingga perlu
discsuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huruf a dan scbagai pclaksanaan
ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 teniang Tata
Cara Pcrcencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pcmangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Pcraturan Dacrah tentang Rcencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah dan Rencana
Pembangunan Jangka Mcnengah Dacrah, scria Tata
Cara Pcrubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka
Mcnengah Dacrah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Dacrah, dipandang perlu menctapkan Pcraturan
Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas Pcraturan
Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2018 tcntang
Rencana  Kerja  Pemcerintah Dacrah Kabupaten
Situbondo Tahun 2019;



Mcngingat

O.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tcntang
Pembentukan — Dacrah-Dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lecmbaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Ncegara Republik Indoncsia
Nomor 9) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lecmbaran
Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Ncgara Rcepublik Indoncsia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 {cntang
Penycelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LLembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang
Kcuangan Necgara (l.embaran Ncgara Rcpublik
Indoncsia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indoncesia No. 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Kcuangan Necgara (Lembaran Negara Rcepublik
Indoncsia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2004
No 104, Tambahan Ncgara Rcpublik Indoncsia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 {tcntang
Pcrimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 {tcntang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tcntang
Pcnataan Ruang (Lembaran Negara Rcepublik
Indoncsia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lLembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana tclah diubah beberapa kali, tcrakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lecmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan lLembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 5679;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan L.ecmbaran Negara
Tahun 2005 Nomor 4503);

Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rcncana  Pcembangunan  Dacrah,
(Lecmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5887);

Pcraturan Pemcrintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyclenggaraan Pemerintah Dacrah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tcntang Pengelolaan Kcuangan Dacrah
(Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Negara Rcepublik
Indonesia Nomor 6322);




17.

18.

19.

20.

21.

22.

Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyclenggaraan Pemcerintahan Dacrah (Lembaran
Ncgara Rcepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 6323);

Pcraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Jangka Mcenengah Nasional Tahun 2015-
20109,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pcrencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Pcraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah,
Serta Tata Cara Pcrubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Dacrah, Rcncana Pembangunan
Jangka Mencengah Dacrah, Dan Rencana Kcerja
Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengclolaan  Kcuangan
Daerah scbagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Pcraturan Mcenteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Pcraturan Dacrah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2014 tcntang Rencana Pembangunan Jangka
Mencngah Dacrah Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019 (Lembaran Dacrah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 Nomor 3 Scri D);

Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2012 tcntang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah
(RIPJPD) Kabupaten Situbondo tahun 2011 - 2025
(Lembaran Dacrah Kabupaten SitubondoTahun
2012 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Dacrah
KabupatenSitubondoNomor 6);

. Pcraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo
Tahun 2013-2033 (L.embaran Dacrah Kabupaten
Situbondo Tahun 2014 Nomor 11);



Mcnctapkan
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24. Pcraturan Dacrah Nomor 10 Tahun 2016 tcntang
Rencana Pembangunan Jangka Mcenengah Dacrah
(RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 — 2021
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun
2016 Nomor 8);

25. Pcraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2018
tecntang Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2019 (Berita Dacrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2018, Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 38 TAHUN
2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019.

Pasal |

Kctentuan dalam Pasal 4 Pcraturan Bupati Situbondo
Nomor 38 Tahun 2018 Recncana Kerja Pemcrintah
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 (Bcerita
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2018, Nomor 38)
diubah schingga berbunyi scbagai berikut :

Pasal 4
(1)  Perubahan RKPD Tahun 2019 disusun dcngan
sistematika penyusunan scbagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB I : EVALUASI HASIL TRIWULAN I
(TRIWULAN DUA) TAHUN
BERKENAAN

I3BAB 111 : KERANGKA EKONOMI DAN
KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

(2) Uraian secara rinci Pcrubahan RKPD Tahun 2019
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran dan mcrupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini.



9)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sctiap orang mcngcetahuinya, memerintahkan

pcngundangan Peraturan Bupati dengan
mcnempatkannya dalam Berita Dacrah Kabupaten
Situbondo.

Ditctapkan di Situbondo

Pada tanggal 18 JUL 2019

BUPATI SITUBONDO,

< =m—

DADANG WIGIARTO
Diundangkan di Situbondo

pada tanggal ;1 8 JUL 2019

SEKRETARIS DAERAL
KABUPATEN SITUBONDO,

s,
SYAIFULLATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR KJ




